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TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

N AT
BUPATI DAIRI

;, PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR Q4 TAHUN 2007 !

TENTANG

'DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPAT! DAIRI,

bahwa dengan diyndangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 13 Tahun 2006, tertang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk kefancaran
pemberlakuan pelaksanaannya, dipandang perlu  menetapkan
petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tfentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat | Dairi (Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Tahun 1964 MNomor @, Tambahan Lembaran Negara
Momor 2688);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomgr 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 43
Tahun 1599 {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomar 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4389);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
tefah . diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
tindang Namor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 [Tahun 2004 tentang Pemerimtahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4548},

Undang-Undang Momer 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerirtah Pusat dan Daerah ({Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tshun 2000 tentang
Kewenangap Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun
2000 Nornor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemarintah Nomor 72 Tahun 2005 lentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);



8. Peraturan Pemerintah Namor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan alas FPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomeor
4593);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah Nomor §
Tahun 2001 tenlang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipll Yang
“Dipilih MFn}'adi Kepala Desa Alau DipilivDiangkat Menjadi
petangkat Desa ;

18, Peraluran Daerah Kabupaten Dairl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan, Femilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Dess (Lembaran Daerah Kabupaten Dain Tzhun 2006
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dair Momor
111),

! MEMUTUSKAN ;

. I

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI DAIRT  TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA. ’

BAB |
KETENTUAN UMUM

" Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

1. Daerah adaizh Kabuplaten Gald.

2 Pemerintah Caerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupat Dtairl,
4

Camat adalah Perangkatlbaarah yang mempunyai wilayah kera di lingkat
Kecamatan dalam Kabupatan. Dairi.

5. Badan Penmusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demockrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyselenggara pemarinlahan desa.

6. Tim Monitoring adalah suatu Tim yang dibentuk untuk melakukan pbmbinaan,
pemantavan, pengawasan dan fasilitas] terhadap seliap proses dan mekanisme
penyelenggaraan Pemilihan Kapata Desa,

7. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk ofeh pajabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa
dalam Kurun wakiu tertentu. "

8. Panitla Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat P2KD adalah suatu panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

BAB Il
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasail 2

{t) Persiapan Pemilihan Kepala Desa meliputi :

& Pemberitahuan BPD secara teriulis kepadz Kepala Desa dan Bupati melalui .

Camat akan berakhimya masa jabatan Kepala Desa, selambat-lambatnya 5
{enam) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala Desa ;
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b. Pembentukan P2KD selambat-lambatnya 4 {empat) bulan sebelum berakhirya
masa jabatan Kepala Desa ; . .

¢. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pemiliran mefiputi tata cara, jadwal
tahapan dan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan.

f
{2} Rencana penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
disusun dan ditetapkan dendan keputusan P2KD. .

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan P2KD

Pasal 3

(1} Untuk menyelenggarakan pefnilihan Kepala Desa, -BPD membentuk PZKD, yang

terdirl dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh
masgyarakat.

{2) P2KD bertanggungjawab kepada BPD dan bertugas paling lama 4 {empat) bulan
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapal diperpanjang sampaj dengan terpilihnya
Kepala Dasa Definitif hasil pamitihan.

{3} Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayal (2), antara lain disebabkan karena ;
a. bencana alam, yang mengakibatkan ferkendalanya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa ;

b. adanya permasalahan datam tahapan penyelenggaraan Pemiiihan Kepala Desa,
yana periu mendapatkan penyelesaian.

Bagian Ketlga
Hak Memilik dan Dipillh

Pasal 4

Yang dapat memilh Kepala Desa adalah penduduk desa warga nagara Republik
Indonesia yang memenuhi syarat :

a. Terdaflar sebagal pendudulj desa bersangkutan secara sah dan lelah bardomisii
sekurang-kurangnya 6 (enmam} bulan dengan lidak terputus-putus pada saat
pendaftaran pemilih ;

b.  Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan
atau sudah/parnah menikah ;
c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
d. Nyata-nyala lidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
!
Pasal §

ili H]f fa Desa, penduduk dess
tuk dapat menggunakan hak memilih dalam pern:llhan.Kepa” S
:'J:grga ne?;ara Rr;gp?.lblik Indonesia harus lerdaflar sebagai pemilih dalam Daftar Pemifih

Tetap.

.

Pasal 6

. Pendaftaran pemillh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan olsh P2KD, melaluf
mekanisme ;

i ‘ hi persyaratan
ta melakukan pendataan bagi penduduk de;a yang memenu
* E:I?;:g lama 14 (er?\pa't betas} harl, untuk selanjulnya dituangkan dalam Daftar

Pemilih Sementara ;
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Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud huruf a, diumumkan di tempat-tarnpat
umum di desa yang bersangkulan selama 14 (empal belas) hari, untuk diketahui oleh
seluruh watga dan dimungkinkan terjadi perubahan atas data pemilih ;

Perubahan atas data permilih sebagaimana dimaksud pada huruf b adalan perubahan
identitas, penambahan jumiah pamilih yang betum termasuk dalam Daftar Pemitin
Sementara dan pengurangan untuk pamilih yang tidak memenuhi syarat, berhalangan
tetap atau telah pindah |

Dalam jangka wakty 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud huruf b fidak
mendepat perubahan, selanjulnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilit Tetap olah P2¥KD
dengan diketahui oleh Ketua BPD, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan
disahkan oleh Camat ;

Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan PZKD, diumimkan secara terbuka selama 7
(tujuh) hari, sehingga masyarakat mengetahuinya.

Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan, tidak boleh diadakan penubanan, kecuall :

1)  untuk menghapus nama pemilih apabila yang bersangkutan dapat dibuktikan tidak
memenuhi persyaratan, berhalangan tetap atau telah pindah sebelum pemungutan
suara dilakukan ;

2)  untuk menambah jumiah pemiiih apatda nama pemilib tersetud telah terdaflar
dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap,
dan selanjutnya dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan paling lama 3
{tiga) hari sejak akhir pengumuman Daftar Pemilih Telap dilakukan.

Pasal 7
Anggota PZKD dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk mempergunakan hak
pilihnya sesual persyaratan yang telah ditetaphkan dalam Peratusan ini.

Mak dipilih dan memilih bagi anggota TNI dan POLRI tetap berpedoman kepada
peraturan dan kefentuan yang berlaku pada saat pendaftaran pemiih.

Bagian Keempat
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 8

Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik indonesia yang memenuht
persyaratan

a.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa |

b. sefim kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, iIndang-Undang Dasar Megera
Republik indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesaluan Republik Indonesia
serta Pemerintah |

¢. berpendidikan paling rendah tamat Sekoiah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau
sedemjal |

d.  berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 {lima puluh
lima) tahun pada saat pendaftaran ;

e sehat jasmani dan rohani ;
f bersedia dicalonkan meniadi Kepala Desa;

g lerdafiar sebagai penduduk desa yang persangkutan secara sah yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk

h. tidak pamah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman

paling singkat § (lima) tahun ;
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i. fidak dicabut hak pitihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
ke':atan hukum letap ; '

|. belum pemah menjabsat sebagal Kepala Desa paling lama 10 {sepuluh) tatwum
atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Batasan usia bakal Calon Kepala Desa sebagalmanz dimaksud pada ayat (1) huruf
d adalah terhitung sampal dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang bersangiutan.

Bentuk dan format pérsyaratan Sakal Calon Kepala Desa sebagaimana terampir
dalam Lampiran Peraturan Bupati int.

Bagilan Kellma
Penjaringan

Pasal 9

Untuk mencalonkan difi sebagai Calon Kepala Desa, seliap bakal calon diwajibka-n
mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup
kepada BPD mefalui P2KD;

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melampirkan kelbngkapan
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud datam pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pagal 10

Bagi Kepala Desa yang ikut mandaflarkan dirff sebagai Bakal Calon Kepala Desa,

wajib mengundurkan difi selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari sebslum masa
pendaftaran ditutup.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) ditvangkan dalam Surat
Pernyataan yang disampalkan kepada BPD, dan kepada Bupali maelalul Camat.

Berdasarkan Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud ayat {2}, BPD mangajukan
usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupall melaiul Camat untuk mendapat
pengesahan. - :

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh} hari sajak usuf
diterima. | :

Kepala Desa yang ikut. mendafiarkan dir sebagai Bakal Calon Kepala Desa, masa
jabatannya berakhir sajak tanggal usul BPD tentang pemberhentiannya diterima,

Pasal 11 |

Bayi anggota BPD yang ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa,
wajib mengundurkan diri selambat-tambatnya 14 (empat belas) hari sebelym masa
pendaftaran ditutup.

Pengunduran diri sebagalmana dimaksud pada ayal (1} dituangkan dalam Surat
Pernyataan yang disampalkan kepada Pimpinan BPD, dan kepada Bupati melalui
Camal

Berdasarkan Sural Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat {2), BPD mengajukan
usul pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengeasahan,

Pangesahan - pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling fama 30 (tigapuluh) hari sejak usul
diterima.

Anggota BPD yang kut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, masa
jabatannya berakhir sejak tanggal usul BPD lentang pemberhentiannya diterima, dan
selanjutnya diadakan Pergantian Antar Waklu sesuai ketentuan yang beriaku.

7]
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Bagian Keenam
Fenyaringan i

Pasal 12

Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh P2KD antara fain atas dasar
kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasl,

P2KD meneliti persyaratan administrasi pemchon paling lama 14 {empat belas) hari
satelah berakhimya masa penjaringan.

P2KD membuat daftar calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, paling fama
7 (tujul) harl setelah berakhirnya masa penjaringan.

Apabila berdasarkan hasil penyaringan sebagimana dimaksud ayal (3} terdapat
berkas baka! Calon Kepala Desa yang belum langkap, P2KD memberitahukannya
kepada bakal calon yang bersangkutan secara tertulis, dan bakal Calon Kepala Desa
masih diperkenakan untuk menyempurnakan dan melengkapinya.

?’enyempumaan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayal (4) dilakukan paling fama 7 (tujuh} harl sejak pembaritahuan tertulls
P2KD kepada Bakal Calon Kepala Desa. -

Pasal 13

Bakal Calon Kepala- Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, dituangkan dalam berita acara Rapat P2KD dan kemudian
diumumkan selama 7 (juh) hari untuk diketahui oleh sefuruh warga dan
dimungkinkan untuk terjadi perubahan calon.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hanya dapat dilakiukan apablla

bakal c2'on Kepala Desa terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap tidak
memenuhl persyaratan sebegal bakal calon Kepata Desa,

Berdasarkan berita acara dan pengumuman sebagalmana dimaksud pada ayat (1},
P2ZKD menetapkan Calon Kgpala Desa yang memenuhl parsyaratan dalam suatu
Keputusan P2KD, paling tama 3 (figa) hari sejak pengumuman sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan.

Pasal 14

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

b

(1)

A2

Menaatl segala ketentuan yang berlaku maupun yang lelah diletapkan olah P2KD;

Hadir pada saat acara pemifihan, kscuali pada saal yang bersamaan yang
bersangkutan mengalami sakit mendadak yang mengakibatkan calen yang
bersangkutan Udak dapat mengikuti acara pamilihan,

Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;

Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakal dan pemerintah serta
pembangunan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Bakal Calon

Pasal 15

Berdasarkan Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), bakal
calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagal Calon
Kepala Desa yang berhak dipillh dalam suatu Keputusan BPD,

Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipifih,
dilakukan paling lama 3 (liga) hasi setelah hasil penyaringan diterima.
’ ' ] 28 1
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Selelah penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayal {'21' PZKD
melakukan undian nemor urut dan landa gambar Calon Kepala Desa yang barhak
dipillh dalam.pemungutan suara.

Calon Kepala Desa yang berhak diplfih dan lelah mendapat tanda gambar tidak
dibenarkan mengundurkan iri, dap apabila yang bersangkutan tetap meangundurkan
diri maka secara adminis(ratif dianggap lidak terjadi pengunduran dirl dan apabila
yang bersangkutan ternyata mendapal dukungan suara larbanyak, dianggap batal
dan calon yang mendapat dukunigan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai
Calon Kepala Desa terpliih. .

) Pasal 16

Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat {3) antara
lain ditentukan sebagal berkut :

8, Nomor 1, satu batang Padi berikut dengan bulimya ; .
b. Nomor 2, satu tongkof buah Jagung |
<. MNomor 3, satu sisif Pisang ;

d. Nomor 4, satu buah Nenas ;

a. Nomor 5, satu buah Kelapa ;

Penentuan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa yang barhak dipilih
dilakukan dengan cere undian, dan tidak menulup kesmungkinan adanya
kesepakatan para Calon Kepala Desa untuk meneniukan tanda gambarnya masing-
masing, untuk selanjutnys dicetak dalam bentuk surat suara.

Dalam hal terdapat lebih dari § (Ilma) orang Calon Kepala Desa, P2ZKD menstapkan
nomor urut dan tanda gambar yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau bentuk laln yang menggambarkan masing-masing Calon Kepala Desa.

Bentuk lain sebagalmana dimaksud ayal {3} dapal berupa nama dan folo masing-
masing Calen Kepala Desa.

i

Bagian Kedelapan
Kampanye Pemilihan

Pasal 17

Kampanye dapat dilakukan melaiui

a,

pertemuan terbatas; dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung slau tempat yang
bersifal tertutup, Jumlzsh peserta lidak melampaui kapasilas sesual dengan jumish
tempat duduk dan hanya dibenarkan membawa nomor urul dan foto pasangan
calon,

fatap muka, dan dialog; yaltu yang sifatnya dialog interaklif dilaksanakan dalam
ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaul kapasitas tempal.

panyebaran malalfut rpedia cetak dan media elekirontk; matert dan substansi
pemberitaan/penylarannya sesual kelenluan peraturan perundang-undangan.

penyebaran bahan kampanye kepada umum; dapat berupa selebaran, sticker, yang
materl dan substansinya dapat meliputi foto, tanda gambar dan nomar urut calon
Kepala Desa, !

pemasangan alat peraga dl tempat umum; tidak dibenarkan dipasang pada rumah
ibadah, rumah sakit atau tempal-tempat pelayanan kesghatan, gedung milik
pemerintah, lembaga pendidikan,

rapal umum; difaksanakan pada ruang terbuka yang dihadii oleh massa dari
pendukung dan warga masyarakal lainnya, dengan letap memperhatikan daya
tampung !smpat tersebul dan pelaksanaannya ditakukan lidak pada hari yang
bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya.

debat publik/debat terbuka antar calon; dan diselenggarakan oleh PZKD dengan
materl  penyampaian visl,l misi dan program masing-masing calon dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peseria
kampanye calon lalnnya. '

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Pasal 18

Sebagai bagian dari proses kampanye, Calon Kepala Desa wajib
menyampaikarn/memaparkan visl dan misi dalam acara Rapal Paripurna BPD.

Rapat Paripuma BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh tokoh
masyarakat, tokoh Lembaga Kemasyarakatan, P2KD, Tim Monitoring Pemilihan
Kepala Desa.

Materi Visl dan Misi para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memual :

a. latar belakang pencalonan diri sebagai Kepala Desa |
b. rencana program penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
¢. rencana program pelaksanaan pembangunan Desa ;

.d. rencana program pembihaan sosial dan kemasyarakatan Desa :

Materi Visi dan Misi bakal Calon Kepala Desa merupakan bahan penilaian bagi
P2KD, dan merupakan bagian dari proses penyaringan.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara, P2KD mempersiapkan sural suara, surat panggilan
pemilih, kotak suara, bilik suara dan alal pencoblos sural suara
I

(1)

(2)

(3)

(1

2

)

(4)

|
Pasal 20

Surat Suara terbuat darl kertas berwarna putih ukuran folio dan berfipal empal,
dengan susunan :

a. Pada halaman depan (luar) lipatan, lercantum :
|. Tulisan "SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA".
II. Desa: ....iemeennsnciians
. Kecamalan : ..........ouennioniisninns
IV. Ruang tempat tanda tangan Kelua dan Sekretaris P2KD.

b. Pada halaman belakang (dalam) tercetak nomor urut dan tanda gambar Calon
Kepala Desa, dengan masing-masing landa gambar berukuran § x 5 cm.

Tanda gambar yang tidak dipergunakan, dapal dicoret dengan landa (X) untuk
mempermudah pemilih dalam melakukan pencoblosan tanda gambar.

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, maka disediakan 2
(dua) tanda gambar, yaltu satu untuk Calon Kapala Desa yang berhak dipllih dan
satu lagl untuk yang tidak méndukung.

Pasal 21

Surat Panggilan Pemilih terbual dari kertas berwarna putih, berisi nomor surat
panggilan, nama pemilih, nomor daflar pemilih, alamat, hariftanggal pemilihan, waktu
dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, serta ruang lempal tanda langan Ketua
dan Sekretaris P2ZKD. :

P2KD telah menyampalkan sural panggllan kepada pemilih yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap, paling lambal 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Telap letapi belum menerima Surat
Panggilan Pemillh dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungulan suara, diberi
kesempatan untuk memintanya kepada P2KD sebelum pemungulan suara berakhir.

Surat Panggilan Pemilih harus dibawa oleh pemilih sendiri dan disérahkan kepada
P2KD sebagal bukli kehadirannya.
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Pasal 22

Kotak suara terbuat dati bahan kayu, diéebalah atas diberi celah atau lubang untuk
jalan masuknya surat suara. !

Bilk Suara’ dipasang sekurang-kursngnya 1 (satu) har sebelum pemilihan
dilaksanakan, dengar rincian 1 (satu) bilik suara untuk Jumlah pemilih sebanyak 400
pemilih dan selebihnya dapat dibuat lebih dari 4 (satu) bilik suara.

Blik Suars berupa ruangan tertiup, dan didalamnya tefsh disediakan paku
pencobles dan bantalan/busa. .

|
Baglan Kesemnbilan
Pamungutan Suara

Pasal 23

Jalannya pemungutan suara adalah sabagai berikut :

b.

m
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Kelua P2KD membuka satu deml salu kotak suzra dan mempertihatkan kepada
umem, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian ditutup dan dikunci ;

Ketua P2KD mempetiihatikan bungkusan Surat Suara dalam keadaan disegel dan
utuh, sefanfutnya membuka .dan mencocokkan jumlah Sural Suara yang terdapat
dalam bungkusan ttu dengan jumtah yang tertulis dibegian luar bungkusan ;

Saeorang anggota PZKD melrserlma surat panggilan pemiliih dan mencocokkannya
dengan Daftar Pemitih Tetap ;*

Seocrang anggota PZKL} dangan sarmat menyerahkan sahelsl surat suera yang tetah
dibubuhi tanda tangan Ketua dan Sekretaris P2KD kepada sstizp pemilih ;

Pasal 24

Rapat Pemungutan Suara berangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul
13.00 WIB dan dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan BSusra yang
diandatangani oleh para Calon Kapala Desa, saksi-saksl dan P2KD.

Saetelah acara Rapat Psmungutan Suara dinyatakan selesal, Panitia meminta
kepada masing-masing calon yang berhak dipilth ager menugaskan satah seorang
pemilih untuk menjadi sakal dalam Acara Rapat Penghilungan Suara;

Dalam hal idak seorangpun bersedia menjad| saksl dan atau terdapat Calon Kepala
Dess yang Udak membubuhkan tenda tangan dalam Berita Acara, acara Rapat
Penghltungan Suara tetap ditakukan dan pamifihan dinyatakan sah,

Bagtan Kesepuluh
Penghitungan Suara

Pasal 25

Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadid sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dart
jumiah pemillh yang \elah 'ditetapkan dalam Daftar Pemilh Tetap dan lelah
mempergunakan hak pfihnya; [

Dalam hal Jumiah pemifih yang hadir dan telah mempergunakan hak pilihnya kurang
dari jumiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemifihan dinyatakan batal
dan selambai-lambatnya 10 {sepuluh) hari selelah pembatalan, Panltia menyusun
jadwal pemilthan ulang;

Pamilihan Ulang dinyatakan sah apablla jumiah pamilli yang hadir dan memberikan
suaranya leblh darl % (selengah) ditambah 1 (satu} darl jumlah pemilih yang
ditetapkan dalam Daftar Pemflih Tallap;

Apabila dalarn pemilihan ulang jumiah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya
kxurang darl % (setengah) ditambah 1 {satu} dari jumiah pemilln yang telahb dite_tgpkan
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dalam Daftar Pemilih Tetap ;sebaqaimana dimaksud dalam ayal (3), maka,pemilinan

dinyatakar batal, dan dilakukan Pengangkalan Penjabal Kapala Desa,

Pasal 28

Apabila pemilthan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lelah dinyatakan sah,
maka Panitia melanjulkan Acara Rapal Penghilungan Suara dengari manelitt setlap
tembar sural suara untuk mengetahui jumlah suara yang diberikan kepada calon
Kepala Desa yang berhak dipilih; .

Dalam Rapat Penghitungan Suara, P2KD menyebutkan gambar yang dlcoblos serta
mencatatnya di papan tulis yang diternpatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihal
dengan Jelas oleh saksi yang hadir. ‘

Pasal 27

Surat suara dianggap tidak sah, apablia :

Tidak menggunakan sural suara yang telah ditetapkan;

Surat suara tidak ditandatangani oleh P2ZKD:

Terdapat tanda gambar atau tulisan tain sclaln yang telah ditetapkan;
Ditandatangan| atau memuat tanda yang menunjukkan ldentitas pemiiih;
Mancoblos untuk labih darl 1 (satu) landa gambar;

Coblosan barada di luar batas kotak tanda gambar;

g. Tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia.

meap oW

Alasan-alagsan yang manyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksl
pada saal it juga; !

Datam hal ter|adi perbadaan pendapat mangenai sah atau tiddk sahnye surat suara,
antara Panitia dengan calon dan saksl, maka Ketua P2XD mengambil Keputusan
yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

Hasll Penghltungan Suara ditugngkan dalam Berlta Acara Panghitungan Suara,
ditandatangan! oleh Calon Kepala Desa, saksi-saksi dan P2KD.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani
pada saat Itu juga.

Apablla terdapat anggota P2KD, Calon Kepsla Desa dan atau Saksi yang tidak
membubuhkan tandatangan dafam Berlla Acara sebagalmana dimaksud ayat {1},
panghitungan suara dianggap sah.

Ketua FZKD mengumumkan hasl 'penghilungan suara dari hasil pemilihan calon
yang berhak dipilih. ’

BAB
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 29

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpitih adalah calon yang mendapatkan
dukungan suara terbanyak.

Calon Kepala Desa terpilih sebagaimang dimaksud ayal {1) ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berha Acara Pemilthan darl P2KD,

Pasai 30

Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih disampalkan kepada‘ﬁ_'.
Bupat melalyl Camat untuk mendapal pengesahan dalam suatu Kepulusan Bupatl. -
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Bupali menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa
Terpilih paling lama 15 {lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 31

Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupal paling lama 15 {lima balas) hari terhitung
tanggal penarbitan Keputusan Bupati.

$ebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpahfjanji sebagl
barikut : .

"Demi Allah (Tuhan} saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan
seadil-adllnya; bahwa saya akan selalu tast dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagal dasar nagara; bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlzku bagi desa,

_daerah dan Negara Kesatuan Republlk Indonesia”

BAB IV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32
]
Kepala Desa berhent! karana :

a. meninggal dumia;
b, permintaan sendir;
c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf ¢ karena ;

a. berakhir masa jabatannya.

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjulan atau berhalangan telap
secara berturut-turut selama 6 {enam) bulan,;

tidak lagi memaenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

tidak malaksanakan kewajiban Kepala Desa danfatau

melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Apabila Kepala Dasa berhenti sebagaimana dimaksud ayat {1) dan (2), Sekretaris
desa atau perangkat desa lalnnya malaksanakan tugas dan kewajiban Kepata Desa
sampal dengan diterbilkannys Keputusan Bupat tentang Pengangkatan Penjabet
Kepala Dasa,

1
Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan
paling lama 1 {salu) tahun terhitung sejsk tanggal ditetapkan, dengan tugas pokok
menyelenggarakan Pemillhan Kepala Desa.

~so0

BAB Y
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 33

Pelaksana Tugas Kepala Desa dapal dihunjuk/diangkat setelah borakhimya masa
jabatan Kepala Desa, berkaitan/bersamaan dengan waktu proses penyelenggaraan
Pemilihan Kepala-Desa.

Palaksana Tugas Kepala Desa berasal dart Perangkat Desa dan PNS yang ada di
Kacamatan. :

Pelaksana Tugas Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupatl melalul Camat,
paling lama 3 (tiga) hari sejak barakhimya masa Jabatan Kepala Dasa. L |
[ "33
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(4) Berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud ayal (3), Bupati atau Pejabat yang
dihunjuk menerbitkan Keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas Kap‘ala Desa
paling lama 3 (tiga) hari sejak usul diterima.

(5) Pelaksana Tugas Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pemilihan Kepala Desa dengan masa kerja paling lama 3 (tiga), bulan, sampal
dengan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan.

Pasal 34

Tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Pelaksana Tugas Kepala Desa
sama dengan tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Kepala Desa.

BAB VI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 35

(1) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Calon
Kepala Desa, pemilih dan peserta lainnya, dilaporkan kepada P2KD.

(2) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD
dilaporkan kepada BPD.

(3) Untuk kelancaran rangkaian tahapan proses pemilihan Kepala Desa, pengaduan
permasalahan disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa yang bekaitan
dengan permasalahan dimaksud berlangsung.

Pasal 36

(1) Penyelesaian masalah yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
dilakukan secara berjenjang dengan mengutamakan musyawarah mufakat,

(2) Dalam hal penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan pada lingkal desa, dapat
dilaporkan dan diselesaikan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

(3) Penyelesalan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara berurut
difasilitasi oleh Kepala Desa, Tim Monitoring Kecamatan dan Tim Monitoring
Kabupaten.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN

| Pasal 37

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada P2KD oleh
masyarakat, Calon Kepala Desa dan atau Tim Monitoring.

(2) P2KD memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan
pelanggaran ketentuan serta tata terlib kampanye, berupa peringatan atau
pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih. .

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran pada saat kampanye dapat mengakibatkan gugurnya
salah satu calon Kepala Desa sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal,
pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan. '

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran pada proses pemilihan Kepala Desa yang dapat
dibuktikan secara sah dan atau berkekuatan hukum tetap, maka keputusan setiap
tahapan proses pemilihan Kepala Desa dapat ditinjau kembali.

(5) Pelanggaran terhadap setiap proses dan tahapan pemilihan Kepala Desa yang
dapat dibuktikan secara sah dan berkekuatan hukum tetap, sesudah penghitungan
suara berlangsung dan sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati tentang
pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, akan dikenai sanksi pembalalan hasil

pemilihan.
i 34 i
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Pembatalan hasil pemilihdn ditvangkan dalam suaty Kepulusan BPD dan
disampaikan kepada Bupati melalui Camal.

Berdasarkan pembatalan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5), BPD
menjadwalkan uang proses pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

|

Pasal 38

I
Pelanggaran, atas tahapan penyelenggaran Pemilthan Kepala Desa yang dilakukan
P2KD, dapat dikenai sanksi diberhentlkan dari keanggolaan panitia.

Tindak pldana kejahatan yang dilakukan oleh P2KD dikenai sanksi sesual ketentuan
pemndanganlyang berlaku.

BAB Vil _ B
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 39

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APB Desa dan bantuan Pemerintah
Daerah. .

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APE8 Desa sebagalmana
dimaksud pada ayal (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Dasa.

Blaya yang bersumber dari Bantuan Pemerintsh Dasmah, diletapkan dalam APBD
Kabupaten, !

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Untuk melakukan pembinaan, pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat
dibentuk Tim Monitoring, yang susunan keanggotannya ditetapkan dalam Keputusan
Bupati. ' ‘

{1}

@

3)

Pasal 41

Tim Montloring sebagaimana dimaksud pada pasal 34, terdid dar Tim Menitoring
Kacamatan dan Tim Monitoring Kabupatan.

Tim Monitoring Kecamatan Pemilihan Kepata Desa mempunyai tugas pokak, anlara
lalr -

3. Memfasiitasi BPD tentang pemberitahuan masa akhir jabatan Kepala Desa;
b. Memfasilitasi BPD tentang pambentukan P2KD

c. Melakukan pembinaan P2KD mulzi dari pendataan pemilih, penjaringan bakal
calon Kepala Desa, penyaringan bakal calon Kepala Desa, pemungutan suara,
penghitungan suara;

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas P2KD;
e. Memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa |

{  Merekomendasikan Keputusan BPD lentang pengesahan Calon Kepala Desa
Terpilih kepada Bupali.

g. Bersama dengan Tim Monﬂoring Kabupaten, memfasilitasi penyelesaian
permasalahan pemilihan Kepala Dasa ;

Tim Monitoring Kabupaten Pemilihan Kepala Desa mempunyal tugas pokok, antara
laln :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan setiap prosas tahapan pemilihan Kepala Dg_sa: )

L»
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b. Mensosialisasikan peraturan dan ketentuan parundangan yang berlaku tentang
penyelenggaraan pemifihan Kepala Dasa;

€. Melakukan evaluasl atas rancana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa ;
d. Memfasllitasi proses pengesahan Calon Kepala Desa terpliih;

e. Bersama dengan Tim- Monitoring Kecamatan, memfasilitasi penyelesaian
permasalahan pemilihan Kepala Desa;

BAB X
KETENTUAMN PENUTUP

Pasal 42

-

Hal-hal yary belum diatur dalam Peraturan Bupati i akan diatur kemudian dengan
Peraturan KapaiaVDesa sepanjang mengenai palaksanaannya,

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai barlaky sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memarintahkan pengundangan Peraluran Bupatl In
dengan penempatannya dalam Bérita Daerah Kabupaten Dafri.

Ditatapkan di Sidikalang
padaianggsl 3 APRIL. 2007

BUPATI DAIRIL,

Diundangkan di Sidikalang ;
Pada tanggal % APRiL. 2007 !

& EpETARIAT
= .
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Lamplran |

Lampiran Peraturan Bupati Dairi
Nomor | O4 ThArun 2003
. Tanggal : 3 APRIL 2603 +
Tentang ; Tala Cera Plenca!onan,
Pemilihan, Petantikan dan
Pamberhentian Kepala
Desa

i

(Contoh Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa)

Momar

Lampiran
Perital

Kepada Y. : ' *

Ketua BPD Desa..
1 (aatu) berkas cn. Ketus P2ZKD Dw
Pormohonan Calon
Kepata Dass. o

Tampal.

Says yang bartands langan ¢i bawah inl ;

Nama
Tempal/Tal. Lahi
Jenls Kelamin
Agwhe H
Pekerjzan H
Alamat H
Sahubungs dengan skan barakhimys masa jabatan Kepals
Mleesrereereeneens GoAEN Inl Siys bevmohon untuk dapal dikuisertakan
roenjad| Bahal Calon Kepala Dess..............psdg Pamilihan Kepala

Sabwgal bahan perimbangss Bagak, isrismpl Saya aampakan parsysratan sabagy
Bkt

Surat Pemystaan beriakws kepada Tuhen Yang Maha Esa ;

Surst Pemyatasn satls Kepeda Pancaslia, UUO 1945, NKRI seria Pamerintah |

Lagafisi fazah Tamet SLTP / sederafsl ;

Legalair Akla KalahlrarvSuret Keterangan Kenal Lahir |

Sural Kelwrangan sehai jasmanl dan rehenl |

Sural Perystaan bersadia dicalonkan menjadl Kepala Doss;

Logalialr Kartu Tunds Penduduk ;

Surat Keterangan tidak pamah dihukum karena melskuken {indak pidane kejshatan dangan
twkuman psfing singkal 5 (kma) 1ehun dart Ketus Pangadilan Megar Skikalang |

Surst Katsrangan tidak sedang dicabut hel plihnya dad Ketus Pengacien Meages
Bidikalang ;| .

| {nyarst-sysrat lain yang dientukcn oleh F2KD)

masing-masirg Aghep .. ............{sa3usl ks Bituhen),

Damikian parmohonan il Saya parbust, dengsn hirapan dapal dHnrimia manid Bakel

Fermsangw

-1 Ny

Tang Mambuwl Parnystaan

(nama |olas
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Lampiran H .
(Comoh Surat Pemyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa)

SURAT PERNYATAAN

1
Says yang bertanda langan di bawah Ini -

Nama ' H v oo (nEma langkap)

TempatTgl. Lehir HE (tempsidanggel, bulen, Inhur)
Agama S —

Pekerjzan

Alsmat (alamat fangkap)

ATEN BGAB e e (WY mSuBl ageme yang dianut).

Manyatakan dangan udmuhny-, hahws Saya Bertakwa kspada Tuhan Yang Msha Ess sasual dengan |

Damidan Surs{ Permyataan inl says parbust dangsn seb b yd, dalam Kesdawn sahst i
tohani, tanpa pekcyasn darl phak manapin.

Yang Membust Pamystass

Rp. 6.000.-

(nama jales) '

\ dan
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|.ampiran Hi
Contoh Surat Pemyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI{ dan Pamerintah)

ISHBAIEEBHIAI&M

Says yang bertands langan d bawah Inf ;

Mame ....{rama fengkep)

Tempat/Tgl. Lahlr ....{ternpaitanggal, bivan, lahur)
Agama

Pokarjaan H

Alsrnat I e e EMRt lengkap)
Menyatakan dengan sasungguhnys ;

1. babwa Saya sstia Kepada Pancssha dan Undang-Undang Dossr 1945 sara Megara Kesatuan
Rapubli indonests dsn Permarvitah ;

2. bahws Saya tkisk pemah ledibat gerakan sparals, fkisk pernah melslukan gerakan secary
Inkonsthusional atau dengan kekerxaan untuk mengubah Dasar Megara seri tidak pamah malanggar
Undang-Undang Dassr Negara Repubil Indonesla Tahun 1945,

!

Oemidan Sural Pernyatasn Ini saya parbuat dangan seb b ya, dafam kasclasn sshat [ssmand dan
rohani, tanps paksasn darl plth manspun, dan apsbla dikemudlan hard lemydta pamysiaan fnk tidak
banar, Saya baradia dituntul secara hukum sesual kelsriuan yang berlaku.

Yang Membuat Pemyataan

(rama jsion)

BUPATI DAIRI
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Lampiran IV
(Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa)

Saya yang bertanda langan di bawah inl :

TempatTgl. Lahic :

Agama
Pekerjasn
Alamat

Menystakan dengan sesungguhnya :
parsydrstan-parsyaratan yang lslah ditetapkan ;

peraturan din ketentuan yang berisky, apabila nantinys Says terpiih manjadi Kapala Desa,
|

Damikian Surst Psmyataan inl says perbuat dengan sabx b ya, dalam sehal |

benar, Ssys barsedia diuntul secara hukum sasusi ketsntuan yeng bariaku.

Yang Membuat Pemyataan
Mutersi

Rp. 6.000.-
(nama jelas)

1. MMWMMMnMMQMWIIMdNMduQm

2 hmwmmm-mmummwwmmmumd

i dan
rohani, tanpa p darl plhak  dan apabia dikemudian hari lemyata pamyataan inl tidak




